BAB 111

PENUTUP

A. Kesmpulan
Berdasarkan Pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis dalam

BAB II, maka penulis dapat membuat suatu kesimpulan sebagai berikut:

Sanks Hukuman Mati Di Indonesia tidak sesual dengan Hak Asasi Manusia

karena Hukuman Mati merupakan suatu bentuk pelanggaran dan pengingkaran

terhadap Hak Hidup, sebagai mana dinyatakankan dalam:

a Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang
secara tegas menyatakan “ Hak untuk hidup adalah hak asasl manusia
yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

b." Pasa 4 Undang-Undang No0.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
yang menjamin “Hak Untuk Hidup”.

c.. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang N0.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia yang secara tegas menyatakan “Setiap orang berhak untuk
hidup”.

B. Saran

Berdasarkan dari kesmpulan tersebut maka penulis dapat mengemukakan

saran-saran sebagai berikut:

1. Supaya masyarakat dengan segera melakukan judicial review ke
Mahkamah Konstitus terhadap Undang-Undang yang masih

mencantumkan Pasal-Pasal dengan ancaman pidana mati supaya tidak
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bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatur
tentang Hak Asas Manusia dan Undang-Undang No0.39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia.

. Supaya Pemerintah melakukan moratorium (penundaan) eksekusi mati
terhadap terpidana yang di vonis mati di Negara Republik Indonesia.

. Penghapusan hukuman mati hendaknya mulai harus dipertimbangkan
karena tidak sesuai dengan filosofi pemidanaan di  Negara Republik
Indonesia. Hukuman Mati Iebih menekankan kepada aspek Pembalasan.
Dengan adanya Hukuman Mati maka tidak ada kesempatan bagi terpidana

untuk bertobat dan kembali ke masyarakat.
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Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari
tanggal 21 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2009 untuk
menyusun skripsi yang berjudul:

o

o

i

*

> TINJAUAN PELAKSANAAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA
DARI SUDUT PANDANG HAM “
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Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.
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